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BUPATI TEGAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANKSAST KANTOR KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa dalam rangks menindaklanjuti Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 ientang Kedudukan, Tugas, Fuogsi, Kewenangan,

' Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pomerintah Non Departemen
di Bidang Kcluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Scjahtera, perfo
diatur Pembentukan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Kuluarga
Sejahtera dengan Peraturan Dacrah;

Mengingat L
2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 fontang Pemnbentukan Dacrab-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok

+pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambalian
Lembaran Negara Nomor 3041);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemetintahan Dacrah
(1embaran Negara Tabuon 1999 Nomor 60, Tambahan Lembacan Negara
Nomer 3839);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kenangan
Antara Pemerintab Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3548);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 fentang Perubaban stas
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Talma 1993 Nomor 169, Tambahen
Lembaran Negara Nomor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tabwm 1986 tentmng Ferubahan Batas
Wilsyah Kotamadya Daersh Tingkst If Tegal dan Kabupaten Dacrah
Tingkat I Tegal (Lembaran Negara Tabuon 1986 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3321);
Peratwan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagal  Daerah  Otonom
{Lemobaran Negara Talum 2000 Nomor $4, Tambahan Lembaran Negara
Tatn 2000 Nomoy 3952)
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8. Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
* Orpanisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Keputusan Piesiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsl, Kewenangan, oumﬂmOrganimdanTamKeqalzmbaga

_ Pemerintah Non Departemen;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtmmmDthle
Tahun 2001 tcntangTekxﬁchqmmmdaanﬂMumnmm
produk Hukum Dacrah; =~

.11, Peraturan Dacrah Kabupaten TegalNomorozTahunzom tentang
Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2003 Nomor 11);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten TegalNomn:MTahmmwmmg
Pokok-pokok ~Pengelolaan Keuangan Dacrab ﬂmbam Daerzh
Kabnpaten'rcgal Tahun 2003 Nomor 13),

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
| MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN - ORGANISASI KANTOR  KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA. -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : :
1. Dacrah adalah Kabupaten Tegal; -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupaii Tegal;

4. Kantor Kelvarga Berencana dan Kelvarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Berencana dan
Keluarga Scjahtera Kabupaten Tegal;

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kelavrga Berencana dan Keluarga Scjahtera yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang
selanjutnya disebut Kepala,

6. Unit Pelaksana Teknis yang sclanjuinya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
Kelvarga Berencana dan Keluarga Sejahitera yang berada pada seliap Kecamatan,

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak sescorang Pcgawai Negeri Sipil dalam satuan arganisasi yang dalam
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan terientu seria bersifat mandin.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasgal 2
DmganPerﬂmeaemhhﬁdﬂxnhrkKanthehargaBmmadaanumSejahm :

_ Pasal 3 ......... .
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Pasal 3

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarps Sejahtera mempakan unsur pelakaana tugas tertenin
yang karena sifatnya tidak tercakup cloh Sckretarirt Dacrah dan Dinas Daerah yang dipimpin -

dehaeormgKepdaymgheradathbawahdmbeanmgﬁmbkepadaBupmMm
Sekretatis Daerah.

Pasai 4

Tugas pokok Kantor Keluarga Berencana dan Kelnarga Sejshtera adalah membantu Bupati dalam
Penyclenggaraan Pemerintahan dibidang Kelnarga Berencana dan Kelvarga Scjahtera.

_ Pnsals

| Dalmnmeuyekmamkmwgaspokoksebagmmanadxmakmded4Pmﬂanaemhnﬂ,

Kantor K chiarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyat fungsi :

a. Peramusan kebyakan teknis dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga ?ejahtera,

b. Pelayanan penunjang penyelcn&mm pemerintahan dalam fingkup Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejabiera;

¢. Pengelola urusan ketatausahaan Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Se;ahtera.

SUSUNAN ORGANISASE

Pasai 6

(1) Susunan organigasi Kantor Keluarga anc.ma dan Keluarga Sejahtcra, terdm dan
2. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha '
¢ Sekst, terdivi dari 3 (tiga) Seksi, yaitu':
. 1. Seksi Bina Program;
2. Seksi Keluarga Berencana;
3. Sckasi Keiuatga S’ejahtera,
d. UPT; ' o - : '
€. Kclompok Jabatan Fungsional ' ' o=
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagam Tata Usaha yang berada dx bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(3) Scksi diptmpin olch seo.ang Lepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala
(4) UPT dipimpim oleh seorang Kepala UFT yang berada dz bawah dan bemmmtmgjawgb
kepada Kepala. ‘
(5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(6) Bagan Organisasi Kantor Keluaga Berencana dan Keluirga Scjahtera schagaimans
dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum da!am Lampmm dan mcmpakm bagianyang ﬁdak
torpisahkan danPcratutm Daetahm ‘

" BAB IV
KE’I‘ENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

D Pcmabamn Tugas dan’ Fungm Kepa!a, Sub Bag:an Tata Usaha, Seksi dan UPT serta

Tatakerja Kantor Keluargs Berencana dan Keluarga Sejahtera akan distir lebih lanjut dongan
Keputusan Bupati. .

(2) Formasi .........
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(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

ditetapkan dengan Keputusan Bupau, sesuai dengan keteninan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
. Pasal 8
Poraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintzhkan pengundangan Peraturan Daerah ind
. dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. -

Disahkan di  Slawi
. pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI TEGAL, —
| AGUS RIYANTO
Diundangkan di Slawi

pada tanggal 8 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH

NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 24



PENJELASAN
ATAS
' PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2004
- 'rENTANG

PEMBENTUKAN ORG. &NISAS{ KANTOR KELUARQ;A BERENCANA
 DAMKEL .UARGA SFJAHI‘ERA |

L UMUM

Bahwa dalain rangka menindakianjuti Pasal 114 ayat (2) chutman Presiden

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugss, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Oiganisasi dan Tata Ketja Lembaga Pemeriniah Non Departemien Bidang Keluarga
© Berencana dan Pombangunan Keluasga Sejahtera, perlu diatur Pembentukan Organisasi

Kanior Keltarga Berencaua dau Keluarga Scjablera dengan Peratucan Daerah. '

II. PASAL DEMIT PASAL

Pasal 15/d Pasal 8~ : Cukup Jelas



140 ‘

VEELHVIES _ | NVONZEAS | | _ | VNOISONAL
VoVt VOIvVNTITA WVin0dd YNId NVivave
ISIS _ _ ISES : - ISYHS _ JOJNOTIN
VHVS VIVL
NVIOVE 608
lllll-‘lll-lllll -
Brengon] 0qULY] WESIERIQ TERRRIGUIRG Bues , VIALHVIAS vOIVATIA Nvd

" y00g UaNEL i JOWoN | VNVONTEEE VORVO TN JOLNVI
o) wpedngey] qemeq weIEnd 1 NVIIWVT ISVSINVOIO NVOVE



